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_ . UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN
| KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOALEMO,

. bahwa untuk men]aga rnutu pelayanan kesehatan dan
- karena kurangnya tenaga maka dipandang perlu-

: membenkan msentlf kepada tenaga non Aparatur Slpll

Negara d1 Rumah Sakit Umum Daerah Ta.m dan Nelayan

Kabupaten Boalemo,

_'bahwa pemberian 1nsent1f dlmaksud dalam huruf a:
- ._sebagal penghargaan atas klnerja tenaga non Aparatur

_Slpll Negara di ngkungan RSUD Tam dan Nelayan ;

bahwa berdasarkan' pertlmbangan ' sebaga_lmana

3 dlmaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
- _Peraturan Bupatl tentang Pembcnan insentif bagi tenaga

" Non Aparatur Slpﬂ Negara di Rumah Sakit Umum
. -'Daerah Tam dan Nelayan: Kabupaten Boalemo Tahun

. ~Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang-
o Pernbentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara
_ Repubhk Indonema Nomor: 178 Tahun 1999 Tambahan
_. Lembaran Negara Repubhk Indonem Nomor 3899),




_sebagaimana ‘telah diubah dengan Undang - Undang
Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
' Undang — Undang Nomor 50 Tzhun 1999 Tentang
‘Pembentukan Kabupaten B.oalemo, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3965), | _ _
. Undang Und_ang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuahgan. _, Neg.ai'a (Lembaran Negara - chublik'ﬁ.'
" Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
'Uhdang - Undéng Nomdr 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan’ Negara (Lernbaran Negara Republik
Indones1a ' Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
~ Lembaran Negara Repubhk_lndor;ema Nomor 4355);
U.ndang - Undang Nomor. 15 .Tahll.m 2004' tentang
Pemeriksaan. - Pengelolaan dan Ta_nggung Jawab _
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik:
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan -
Lembaran Negara Republlk Indone81a Nomor 4400);
_Undang ~ Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
- Sistem Perencanaan Pcmbangunan_ Nasional .
 (Lembaran Negara Republik Indon_esia Tahun 2004 |
Nomor 104, Tambahan Lembaran -Niegara Republik |
.' Indonesia Nomor 4421); '
Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang _
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah  ( Lembaran Negara
Republik. Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, -
Tambahan Lembaran Negara ' Republik- Indonesia _
Nomor 4438 ); '
Undang — Undang Nomor 36 Tahun 2009 tenta.ng
Kesehatan (Lembaran Negara Republik -Inc_lonesna :
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);




10.

11,

_ Un_dang - .Uridang Nomof 12 Tahun 2011 tentang.

 Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 -

" Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk_

Indone31a Nomor 5234);

Undang - _Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

~ Pemerintahan Daerah (Lémbafan Negara Républik |

Indonesia Ta_h_lin 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana -telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 |

_tentang Perubahan Kedua Atas Updang—Undaag

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negaré Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679); o |
Undang—Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik.
Indonesia Tah_un 2014  Nomor 298, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005' tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah { Lembaran Negara

- Republik ' Indonesia Tahun 200'5, Nomor 140,

12.

13.

Tambahan Lembaran Negara Republik ‘Indonesia -
Nomor 4578 ); '
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang

- Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4738);

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan .Keuangan-
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua .

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 'Nomor 13

;




14.

15.

©16.

- Tahun 2006 . Tentang Pedoman Pengelolaan
-Kéuangan Daerah (Berita'Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 80 Tahun
2015 tentang: Pembentukan Produk Hukum Daerah
~(Berita Negara " Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 2036), ls'ebagaimana_ telah 'c_liubah' dengan -
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menterl_"

' Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015 tentang -

Pembentuka_n _Produk Hukum Daerah (Benta Negara

' Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

'Peraﬁ,lranl M_ehtéﬁ Dalam Negeri Nomor 38 Tahun
2018 tentaing' ‘Pedoman Penyusunan  Anggaran
'Péndapata'n' dan Belanja _Daerah Ta_huri : Anggaran

2019;

_Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo ‘Nomor 2
‘Tahun 2011 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan - - |

| Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten_- :

1 7_.

' 1_8'.

_Boalemo Tahun 201 1 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Boalemo Nomor- 171), ;

‘Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5

Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan

* Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran

Daerah Kabupaten Boalemo_Tahun 2018 Nomor 5); - -

Peraturan Bupati Boalemo Nomor 66 TahiJr_l 2012

tentang Pelimpahan Kewe_nangén - Pengelolaan

: Kéuangan Pemerintah Kabupaten ‘Boalemo Kepada'

Koordinator Pengelolaan - Keuangan  Daerah,

Bendaharan _ Umum Daerah Pe_labat Pengelola o

_-Keuangan Daerah Dan Kepala Satuan Kerja'

-Perangkat Daerah (Lembara_n Daerah Kabupaten' o |
- Boalemo Tahun 2012 Nomor 361); '
19.

Peraturan Bupati Boalemo Nomor 56 Tahun 2018

tehtang Standar Satuan Harga Umum di Lingkungan'' |
'Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran =




- 2019 (Berita Daerah Kabupaten Boalémo Tahun.'
2018 Nomor 731), '

20. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 64 Tahun 2018'"_ s

- tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan:
‘Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah
Kabupateri Boalemo Tahun 2018 Nomor 739);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO_'.TE_N'I_‘ANG PEMBERIAN

~NTe s

INSENTIF BAGI TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA |
YANG BERTUGAS - PADA SARANA - PELAYANAN

- KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANL
- DAN NELAYAN KABUPATEN BOALEMO - TAHUN

ANGGARAN 20 19

BAB I
K.ETENTUAN UMUM
' ‘Pasal 1

| Da.lam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
L
2.
.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Boalemo
Pemermtah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo i

: Pemenntahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemenntahan- |
: daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonoml

+ dan tugas pembantuan dengan prinsip. otonomi seluas—luasnya :

dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Repubhk Indonesia

: __sebagalmana dlmaksud da.lam Undang—Undang Dasar Negara'.'
N ._Repubhk Indonesm Tahun 1945. B |

'. Bupatl adalah Bupati Boalemo _
k Sekretanat Daerah adalah Sekretanat Daerah Kebupaten Boalemo.

- Sekretaris Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten Boalemo.
. Insentif _ada_lah _kompensa51 yang . diberikan kepada Pega_w_al non __
__ Aparatur _Sipil. Negara di lingkungan Rumah Sakit Unmum ‘Daerah .

Tani ‘dan Nelayan Kabupaten Boalemo yang bekerja berdasarkan




o kelangkaan profem kond151 ker_]a atau beban kelja dalam rangka |
: menmgkatkan kesejahteraan |

| Tenaga Mcdls Adalah tenaga dokter yang mem111k1 jjazah

kedlslphnan 11mu kedokteran ya.ltu dokter Ahh dan dokter umum.

. . Visitasi Slster Hos1tal adalah tenaga yang dlkmrn oleh Instltum ) -
_' 'Pendldxkan Kedokteran untuk memonltonng kelayakan dari Rumah =
'Sak1t baik fasﬂltas, ketenagaan dan _}umlah pasmn yang____

L memungkmkan fakultas atau ‘bagian untuk bekerja sama dengan |

10

11.

. 12.

' _Instltu31 Peiayanan rumah saklt apakah layak atau tidak untuk «© -
- mengirimkan tenaga kesehatan . ) _ :
~ Tenaga Kesehatan Lainnya adalah tenaga kesehatan yang ‘memiliki

1_]azah dengan ked181p11nan Apoteker bidan, perawat elektromedls,

.rad1ografer/ ﬁmkawan medlk analls Laboratonum Perekam Medis,

F1s1oterafi Gizi. yang berpendldlkan D- III D-1V, 8-1, Ners, Apoteker
Tenaga Akuntansi adalah tenaga yang merniliki 1Jaza.h D-1II ‘dan S-1

'_'Akuntans1
,.'_,Tenaga Tekhmk SIM RS adalah tenaga tehmk yang mengoperas1kan

R 'aphka31 SIM RS yang memlhkl jjazah S- 1 tehnik informatika .

13,

14.

15.

' .Tenaga Admmlstram adalah tenaga aclmmlstrasz dan tenaga tekhms '
lainnya yang menun_]ang keglatan pelayanan yang memlhkl jjazah -
'SMA, D-1, D-III, S- 1 ' '

'_ ﬁInsentlf dlberlkan selama 1 (satu) Tahun Anggaran yakm tahun_

' 'anggaran berjalan _ .
-Pe_]abat pena.nggung Jawab adalah Kepala - Orgamsam Perangkat | |

: 'Daerah' Rumah Saklt Umurn Daerah Tani dan Nelayan sebagal_

| Pengguna Anggaran
_ BAB I
BESARAN DAN PERHITUNGAN
' Pasal 2 '

_ Besaran Insentlf Tenaga Non Aaparamr Sipil Negara d1 RSUD Ta.m dan -

E Nelayan yang d1ber1kan d1golongkan dalam 10 (sepuluh) kategon

-a.

b,

Inscntlf untuk tenaga Medis;
: Insentlf untuk Tim VlSltaSl Slster Hospltal
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Insentif untuk Apoteker;

Insentlf untuk Paramedis Perawatan dan Non Perawatan;
Insentlf untuk Tenaga Rad1olog1, '

Insentif untuk Perekam Medis

Insentif untuk Ten'aga Akuntansi

Insentif untuk tenaga Tehnik SIM RS

Tenaga Adminitrasi

e
.

Insentif V151te Rohaniawan

Pasél 3 |

'Beséran_ Insentif yang diberikan =akan diatur lebih lanjut dengan
~ Keputusan Bupati Boalemo. |

Pasél 49

- {1) Insentif .. dianggarkah_ pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD-

: OPD RSUD Tani dan Nelayan Tahun bersangkutan

i (2) _Insentlf dlbayarkan setiap awal bulan benkutnya atau sesuai

keten’man yang berlaku

. Pésals'

| _Insenuf dlbayarkan kepada tenaga Non ASN vang tidak melaksanakan
~ tugas karena alasan saklt izin atau tanpa alasan yang Jelas namun -
kepada yang bersangkutan dilakukan finalti hanan 2% yang terdm dari

. .'_1% apel hana_n dan 1% absensi harlan

 BABIV |
_'KETE_NTUAN PENUTUP
Pasal 6

_ Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka _Peramran Bupati

Nomb_r 15 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif Bagi Te'naga Non

- Aparatur Sipil Négara yang Bertugas pada Sarana Pelayanan Kcsehatan'

Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo Tahun

_ _Anggaran 2018 (Benta Daerah Kabupaten Boa_lemo Tahun - 2018 Nomor
o 690) dicabut dan dmyatakan tidak berlaku |




- : Pasal 7
Pé;afuran Bﬁba’ti ini:mulai B_erlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua. orang mengétahuinya, memerintahkan pengundaﬁgan
Peraturan Bupati iﬁi dengéln penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Boalemo. -

Ditetapkan di Tilamuta. _
Pada tanggal, 4 W& 2019
BUPATI /E

DARWIS MORIDU\/

Diundangkan di Tilamuta

‘Pada tanggal { MARE T 2019

RAH KABUPATEN BOALEMO

(BERITA AERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR [¢8: )




